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ABSTRACT
Financing is one of the economic activities that drive economic market system proved to be one important aspect of the business continuity for the majority of the Indonesian people. One form of financing is credit, and that becomes the container for credit itself is one of his bank. Extension of credit by the banks themselves should be based on sound principles and prudence so as not to harm the bank as a creditor, debtor and communities that have holdings in the bank. In the journey of obtaining loans from banks in needed guarantees as protection to the creditor that the debtor will carry out its obligations. One form of collateral is fiduciary, the fiduciary institution, the relationship between the debtor and the creditor based on trust. Fiduciary insurance will be recorded in the Register of Fiduciary, Fiduciary Registration Office and will be published in the form of certificates of proof People's Bank lending in Samarinda is one example of cooperative banks as creditors shaped by giving loans to his debtor clients. In its consensus agreement, BPR require to register object credit in fiduciary institutions, fiduciary itself actually has many benefits for both parties if either party so injured that promises the other party can directly execute their fiduciary bail in court without waiting for the process time consuming. In practice it turns out BPR in Samarinda did not object underwriting guarantee to a fiduciary institution as some factors that could inhibit assessed their working existence. 

Keywords: Fidusia
I. PENDAHULUAN
Dana atau biaya merupakan hal dan aspek paling penting dalam keberhasilan dan perkembangan dunia usaha. Bahkan sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa keahlian dan keterampilan yang menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan usaha tidaklah berarti dan tidak berguna apabila tidak didukung dan disertai ketersediaan dana atau modal yang cukup. Sehingga bila usaha dengan modal yang seadanya tetap dilakukan akan dimungkinkan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Hal ini belum ditambah lagi dengan adanya persaingan dalam dunia usaha yang semakin lama semakin ketat yang memicu dan mendorong pelaku dunia usaha untuk terus mengembangkan dan mempertahankan usahanya.
Bank berdasarkan asal katan dari bahasa Italia yaitu kata "banca", yang berarti "bence" yaitu suatu bangku tempat duduk. Hal ini karena pada jaman pertengahan, para bankir Italia yang memberikan pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-banku di halaman pasar.
Dalam perkembangannya, istilah bank tersebut dimaksudkan sebagai pranata finansial yang memberikan jasa-jasa keuangan bagi masyarakat yang cukup beragam, antara lain yaitu simpanan, pinjaman, mengedarkan mata uang, melaksanakan pengawasan terhadap mata uang, dan membiayai usaha suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Pada pasal tersebut, disebutkan adanya penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit inilah yang telah banyak membantu masyarakat dalam pemenuhan dana yang digunakan untuk modal dalam uasahanya. Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "credere" yang mempunyai arti percaya.  Jadi apabila istilah kredit dikaitkan dengan bank, maka terdapat pengertian bahwa dasar pemikiran suatu persetujuan pemberian kredit kepada seseorang atau badan hukum(selaku debitur) oeh bank (selaku kreditur) adalah berlandaskan kepercayaan. Selain itu pemberian kredit juga haruslah berdasarkan asas yang sehat dan kehati-hatian (Prudencial Banking Principal) sehingga tidak merugikan bank sebagai kreditur, nasabah debitur dan masyarakat yang telah melakukan penyimpanan dana pada bank tersebut. Prudencial Banking Principal merupakan prinsip atau asas yang paling pokok dalam implementasi pemberian kredit.
Asas yang sehat dan kehati-hatian (Prudencial Banking Principal) harus mutlak dilaksanakan dengan penilaian yang cermat terhadap watak (character), kemampuan (capacity), kondisi ekonomi (condition of economic), serta jaminan (collateral), sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa, "Dalam memberikan kredit atau pemiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi uatangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Dan dalam potongan penjelasan pasal 8 ayat (1) yaitu "...... Untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakuakn penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari nasabah debitur......" Seseorang atau badan usaha yang ingin bermaksud memperoleh kredit dari bank, maka harus mengajukan permohonan kepada bank dengan mengisi formuir permohonan yang telah ditentukan oleh pihak bank atau membuat dan mengajukan proposal permohonan kredit.
. Dalam kerangka hokum perdata, hokum jaminan menurut sumbernya dibedakan menjadi:
1. Hukum jaminan yang bersumber berdasarkan undang-undang, artinya adanya jaminan ditunjuk oleh undang-undang sehingga tanpa adanya perjanjian antara para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.
2. Hukum jaminan yang berdasarkan atas perjanjian, yang berarti adanya jaminan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin perluasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur.
3.
Untuk bentuk jaminan yang dikenal dalam pengaturan KUH Perdata adalah gadai dan hipotik. Pembedaan kedua lembaga tersebut berdasarkan pada macam objek jaminan. Lembaga jaminan gadai menggunakan objek jaminan benda bergerak, sedangkan lembaga jaminan hipotik menggunakan objek jaminan benda tidak bergerak (tetap). Dalam lembaga jaminan gadai, barang yang dijadikan jaminan diserahkan oleh debitur untuk dikuasai oleh kreditur, seperti ketentuan yang diatur dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata bahwa apabila benda gadai masih ditangan debitur (pemberi gadai) maka gadai tersebut tidak sah. Sehingga kenyataannya, ketentuan ini tidak mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dimaksudkan adalah debitur yang memiliki benda bergerak yang dijaminkan, menginginkan benda gadai tersebut masih berada di tangan debitur karena benda gadai tersebut justru dapat dimanfaatkan atau dioperasionalkan sebagai pendukung produksi usahanya untuk mendapatkan uang atau penghasilan demi kelancaran pelunasan hutang. Dengan permasalahan yang ada, dirasakan perlu membentuk lembaga jaminan yang baru untuk menampung kebutuhan masyarakat tersebut yang kemudian dikenal dengan nama lembaga jaminan fidusia.
3. Pada lembaga jaminan fidusia ini, hubungan antara kreditur dan debitur berdasarkan atas kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur bersedia mengembalikan hak milik suatu benda yang telah diserahkan padanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Kreditur juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya dan mau memelihara barang tersebut selaku bapak rumah yang baik. Jadi pada prinsipnya secara riil bahwa pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya dan penjaminannya tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali. Pada  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 11 mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi asas pubisitas. Permohonan pendaftaran fidusia diajukan oleh penerima fidusia dan dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk menjamin kepastian terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.
4. Jaminan fidusia akan dicatat dalam Buku Daftar fidusia oleh Kntor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kemudian tanggal pencatatan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dianggap sebagai waktu jaminan fidusia lahir, sehingga pencatatan jaminan fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bagi penerima fidusia atau kreditur.
Lebih lanjut pada pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai permohonan pendaftaran dengan melampirkan pernyataan pendaftaran. 
Dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia memuat:
1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia,
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia,
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia,
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
5. Nilai penjaminan, dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Salah satu syarat mutlak untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah dengan melampirkan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tantang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Penyebab pembebanan jaminan fidusia harus dengan menggunakan akta notaris adlah keotentikan akta notaris itu sendiri. Pada pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang hal-hal yang dimuat di dalamnya diantara para pihak berserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Selain itu mempertimbangkan pula objek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, maka wajar bila bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukumnya.
Setelah dilakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jeminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pada saat dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai tanggal permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagai bukti sah bagi kreditur bahwa kreditur merupakan pemegang fidusia.
II. PERMASALAHAN
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mencari tahu factor yang menjadi pertimbangan BPR Kabupaten Kota Samarinda tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal kredit mengalami kredit macet apakah dapat diberikan perlindungan hukum bagis BPR Kabupaten Kota Samarinda.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Perkreditan Rakyat. Adapun metode yang digunakan adalan metode sistematika dam pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukm tertentu dengan jalan mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Penulis juga menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan mengeompokkan data menjadi dua bagian yaitu data premier dan data sekunder, penelitian Yuridis Empiris, dan Analisa Data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Salah satu tujuan didirikannya  Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Kota  Samarindaadalah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pokok di BPR adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa debitur akan dapat mengembalikan pinjaman, pihak BPR mewajibkan debitur menyerahkan barang atau benda milik debitur ayng akan digunakan sebagai jaminan kredit pada BPR. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak yang akan diikat menggunakan jaminan fidusia dan benda bergerak dengan hak tanggungan. Barang yang biasanya digunakan nasabah debitur sebagai jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia di BPR adalah kendaraan bermotor dengan cara menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak BPR, sedangkan kendaraan bermotornya secara fisik berada di tangan nasabah debitur.
Untuk melakukan penilaian kendaraan bermotor yang akan dijadikan barang jaminan, dapat dilakukan di kntor BPR dengan cara nasabah membawa kendaraan tersebut ke aBPR atau sebaliknya BCS (Bagian Credit Support) mendatangi kediaman nasabah. Hal ini untuk melakukan survey dan pengecekan kendaraan guna memeriksa kebenaran informasi yang sebelumnya diberikan oleh nasabah pada saat melakukan permohonan kredit. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak BPR dengan nasabah debitur tidak selalu dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang. Padahal ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia menentukan salah satu syarat mutalk untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris.
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pihak BPR untuk tidak melakukan pendaftaran pembebanan benda dengan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah sebagai berikut:
1. Faktor efisiensi
Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang menjelaskan bahwa pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Yang selanjutnya dijelaskan berada di wilayah kerja/lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM yaitu di ibukota propinsi. Selain itu pengurusan sertifikat fidusia memerlukan waktu yang cukup lama, tidak bisa seketika itu juga setelah dilakukan pendaftaran. BPR harus menunggu beberapa hari sampai dikirimnya sertifikat tersebut. Pertimbangan lain BPR adalah mengenai masalah tenaga kerja/pegawai. BPR adalah suatu lembaga perbankan yang pegawainya relatif tidak banyak, oleh karena itu apabila mengurus pendaftaran fidusia memerlukan pegawai khusus untuk mengurus ke instansi tersebut yang berada di Samarinda. Hal ini dirasakan sangatlah tidak efisien.
2. Faktor ekonomi
Besar kecilnya kredit yang diajukan nasabah debitur merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dari BPR untuk melakukan/tidak melakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia. Para nasabah debitur pada BPR baisanya hanya mengajukan kredit dengan jumlah nominal yang kecil. Oleh karena itu, pihak BPR mengambil inisiatif untuk tidak melakukan pendaftaran pembebanan benda dengan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pihak BPR berpendapat bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dinotariskan telah memberikan jaminan kedudukan yang cukup kuat bagi BPR. Dengan adanya perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak, pihak BPR telah merasa cukup aman dan merasa kedudukannya kuat meskipun perjanjian tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain itu adanya biaya yang harus ditanggung sepenuhnya oleh nasabah debitur untuk melakukan pendaftaran merupakan pertimbangan utama pihak BPR untuk tidak melakukan pendaftaran fidusia. Pembayaran biaya-biaya itu diambil dari nilai kredit yang dicairkan, sehingga akan memperkecil jumlah penerimaan kredit oleh nasabah debitur. Berdasarkan pertimbangan adanya biaya pendaftaran fidusia yang cukup besar, maka pihak BPR dan nasabah debitur bersepakat untuk tidak melakukan pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
3. Faktor sosial
Nasabah debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan fidusia pada BPR pada umumnya merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang ingin mengembangkan usahanya melalui permohonan kredit. Oleh karena itu, permohonan kreit yang diajukan relatif kecil. Selain itu, nasabah debitur yang sudah dikenal olek pihak BPR merupakan salah satu alasan yang penting mengapa BPR tidak melakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagian nasabah debitur yang mengajukan permohonan kredit pada BPR adalah nasabah lama yang memiliki kemampuan mengembalikan kredit secara lancar serta diketahui berkarakter baik. Dengan adanya kemampuan untuk mengembalikan pinjaman/kredit secara lancar dari nasabah debitur, maka pihak BPR memperoleh keyakinan bahwa dengan perjanjian kredit dan/atau dengan akta notaris tanpa perlu didaftarkan, nasabah debitur akan dapat melunasi seluruh hutang-hutangnya. Untuk nasabah yang baru, pihak BPR akan lebih berhati-hati dalam melakukan realisasi kreditnya. BPR akan menilai dengan seksama kemampuan calon debitur apakah memiliki karakter dan kemampuan yang baik. Apabila keyakinan tersebut telah didapat maka pihak BPR merealisasikan permohonan kredit bagi nasabah debitur tersebut.
Dalam mengambil langkah-langkah yang tegas, pihak BPR harus melihat kondisi nasabahnya terlebih dahulu. Hal ini menjaga agar nasabahnya tidak mempunyai pandangan yang negatif yang dapat merugikan bagi pihak BPR. Salah satu caranya adalah BPR akan memberikan penawaran-penawaran yang tidak terlalu memberatkan nasabahnya, misalnya dengan memberikan tanggang waktu lagi bagi nasabah untuk melakukan pelunasan. Cara ini dianggap lebih berhasil dan lebih menguntungkan kedua belah pihak daripada permasalahan hutang-piutang tersebut diajukan di muka sidang pengadilan oleh BPR.
Oleh karena itu, BPR menganggap tidak perlu dilakukan pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh perlindungan hukum, karena dengan adanya perjanjian hutang piutang dan bukti penyerahan hak milik aats benda yang dibebani dengan jaminan telah memberikan perlindungan hukum yang dirasakan cukup kuat oleh BPR.
Dari eksekusi yang langsung dapt dilakukan oleh pihak BPR terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang kreditnya mengalami kemacetan tidak semuanya berjalan lancar. Apabila pihak BPR telah melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan nasabah debitur mengenai penyelesaian kredit macetnya dan nasabah debitur tidak mempunyai itikad baik mengembalikan kredit yang diterimanya, maka pihak BPR akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.. Pengajuan gugatan untuk menyelasaikan permasalahan kredit macet tersebut diajukan ke pengadilan negeri dimana para pihak memilih domisili hukum yang sebelumnya disetujui dalam surat perjanjian kredit. Setiap bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah mempunyai resiko yang sama, yaitu kredit macet. Antisipasil yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet, yaitu BPR harus melakukan analisis yang lebih mendalam dan teliti dengan didasarkan data di lapangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya dalam memberikan keputusan diterima atau tidaknya pemberian kredit, pihak BPR haruslah mempunyai keyakinan bahwa calon nasabahnya dapat melunasi kredit dengan tepat waktu.
Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia tersebut, BPR dalam memberikan kredit bukan berarti tidak mempunyai jaminan apapun. Dalam pasal 1131 KUHPerdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam ( debitur), baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupaka jaminan atas perikatan utang pihak peminjam (debitur).
Diperlukan pengamanan yang sempurna atas objek jaminan fidusia yang diterima, jika BPR menginginkan pengamanan atas kredit yang disalurkan kepada nasabah. Dengan mengikuti dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu jaminan fidusialah pengikatan yang sempurna dapat dilakukan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian dengan pendaftaran tersebut, pihak penerima fidusia (kreditur) akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai titel eksekutorial yaitu,"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Dengan demikian pihak BPR mempunyai kekuatan hak eksekutorial langsung dalam hal debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. BPR dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia baik itu melalui penjualan di bawah tangan maupun penjualan umum/lelang. Lain halnya dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Karena jaminan fidusia secara yuridis tidak ada maka bila pihak BPR akan melakukan eksekusi, eksekusi tersebut dianggap legal. Agar eksekusi dapat segera dilakukan, BPR harus melakukan gugatan ke pengadilan negeri dan mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memuat titel eksekutorial. Dari awal gugatan sampai dengan diperolehnya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit yang justru akan merugikan pihak BPR sebdiri. Oleh sebab itu sebaiknya pendafataran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus tetap dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
V. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan pihak BPR untuk tidak melakukan pendaftaran pembebanan benda dengan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah sebagai berikut:
1. Faktor efisiensi
Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia berada di wilayah kerja/lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM yaitu di masing-masing ibukota propinsi. Selain itu pengurusan sertifikat fidusia memerlukan waktu yang cukup lama, tidak bisa seketika itu juga setelah dilakukan pendaaftara. BPR harus menunggu beberapa hari sampai dikirimnya sertifikat tersebut. Selain mengenai masalah tenaga kerja/pegawai. BPR adalah suatu lembaga perbankan yang pegawainya relatif tidak banyak, oleh karena itu apabila mengurus pendaftaran fidusia memerlukan pegawai khusus untuk mengurus ke instansi tersebut yang berada di Samarinda.
2. Faktor ekonomi
Besar kecilnya kredit yang diajukan oleh nasabah debitur merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dari BPR untuk melakuka/tidak melakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia. Para nasabah debitur pada BPR biasanya hanya mengajukan kredit dengan jumlah nominal yang kecil. Oleh karena itu, pihak BPR mengambil inisiatif untuk tidak melakukan pendaftaran pembebanan benda dengan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pihak BPR berpendapat bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dinotariskan telah memberikan jaminan kedudukan yang cukup kuat bagi BPR. Selain itu adanya biaya yang haarus ditanggung sepenuhnya oleh nasabah debitur untuk melakukan pendaftaran merupakan pertimbangan utama pihak BPR untuk tidak melakukan pendaftaran fidusia. Pembayaran biaya-biaya tersebut diambil dari nilai kredit yang dicairkan, sehingga akan memperkecil jumlah penerimaan kredit oleh nasabah debitur.
3. Faktor sosial
Nasabah debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan fidusia pada BPR pada umumnya merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang ingin mengembangkan usahanya melalui permohonan kredit. Oleh karena itu, per,ohonan kredit yang diajukan relatif kecil. Selain itu, nasabah debitur yang sudah dikenal oleh pihak BPR merupakan salah saatu alasan yang penting mengapa BPR tidak melakukan pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai ansabah debitur yang mengajukan permohonan kredit pada BPR adalah nasabah lama yang memiliki kemampuan mengembalikan kredit secara lancar serta diketahui berkarakter baik.
Setiap bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah mempunyai resiko yang sama, yaitu kredit macet. Beberapa nasabah tidak dapat mengembalikan kredit dengan alasan-alasan tertentu akan mengakibatkan kredit macet. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet diperlukan adanya jaminan yang dapat digunakan sebagai alat pelunasan kredit yang mengalami kemacetan. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah jaminan fidusia, yang untuk lahirnya memerlukan adanya pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dicantumkan secara tegas dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu kredit tidak akan memperoleh perlindungan Undang-Undang Jaminan Fidusia karena dianggap jaminan fidusia tidak pernah lahir. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah suatu perjanjian formil yaitu perjanjian yang untuk lahirnya dengan dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Untuk perjanjian jaminan fidusia formalitas yang harus dipenuhi, yaitu dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia tersebut, BPR dalam memberikan kredit bukan berarti tidak mempunyai jaminan apapun. Dalam pasal 1131 KUHPerdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam ( debitur), baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupaka jaminan atas perikatan utang pihak peminjam (debitur). Dengan demikian kepentingan BPR mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kreditnyalah yang harus didahulukan. Ini berarti bahwa jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian setelah pendaftaran tersebut, pihak penerima fidusia (kreditur) akan memeperoleh sertifikat jaminan fidusia.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan bai permasalahan pendaftaran jaminan fidusia yang telah dibahas sebelumnya adalah:
1. Pemerintah sebaiknya segera mengadakan Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Kabupaten dan Kota untuk memudahkan proses pendaftaran jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini dapat ditempatkan di lingkungan kantor Bupati/Walikota disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing.
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk ikut serta dan alat-alat administrasi negara dalam menegakkan sitem Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan lebih mensosialisasikan undang-undang tersebut sampai pada masyarakat di daerah.
3. Pemerintah sebaiknya menurunkan biaya pendaftaran fidusia dan pembuatan akta notaris melalui peraturan perundang-undangan agar tidak membebani masyarakat dengan biaya-biaya tersebut dalam hal pendaftaran fidusia.
4. BPR Kabupaten  Kota  Samarindasebaiknya mendaftarkan setiap jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar terlindungi kepentingannya dalam hal kredit macet yang dilakukan oleh nasabahnya. Selain itu BPR Kabupaten Kota  Samarinda sebaiknya menginformasikan/memberitahukan mengenai adanya prosedur pendaftaran fidusia kepada nasabahnya.
5. Masyarakat sebaiknya lebih meningaktkan pengetahuan dan kesadaran hukumnya, khusus dalam hal jaminan fidusia dan prosesnya, dikarenakan semua masyarakat dianggap mengetahui hukum dan konsekuensinya.
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